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Abstrak

Ketergantungan kedelai Indonesia mencerminkan persoalan resiliensi pangan dalam
struktur ekonomi politik internasional, sekaligus isu keadilan distribusi dan
kemaslahatan yang relevan dengan hukum ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan
menganalisis hubungan antara ketergantungan impor, diversifikasi pasokan, peluang
pasar produk turunan kedelai, dan kontribusi Lampung dalam memperkuat produksi
domestik. Dengan pendekatan kualitatif berbasis telaah dokumen kebijakan, data
ARTICLE perdagangan, dan literatur akademik, kajian ini menempatkan kedelai sebagai komoditas
strategis yang dipengaruhi relasi kuasa pasar global, diplomasi komoditas, dan tata
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April 12,2025  gap Argentina, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap volatilitas harga, gangguan
Revised pasokan, nilai tukar, dan tekanan geopolitik. Pada tingkat subnasional, Lampung
August 02, berkontribusi sekitar 2,54% terhadap produksi kedelai nasional atau +17.470 ton pada
2025 periode 2015-2019. Temuan ini menegaskan bahwa diversifikasi pasokan ke Asia, Eropa
Accepted Timur, Amerika Latin, dan Afrika perlu dipadukan dengan penguatan produksi daerah,
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2025. Secara konseptual, artikel ini mengisi celah kajian dengan mempertautkan politik

perdagangan, kapasitas daerah, dan prinsip kemaslahatan. Integrasi ekonomi politik
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PENDAHULUAN

Kedelai dalam artikel ini diposisikan sebagai komoditas pangan strategis yang berada pada
persilangan antara ekonomi politik internasional, ketahanan pangan, dan hukum ekonomi Islam.
Sebagai bahan baku utama tempe dan tahu, kedelai tidak hanya berfungsi sebagai sumber protein
nabati yang terjangkau, tetapi juga menopang ekonomi rakyat, industri rumah tangga, stabilitas
konsumsi, dan keamanan pangan berbasis kedelai fermentasi (Tian et al., 2022). Dalam perspektif
Hubungan Internasional, komoditas pangan tidak bersifat netral karena pasokan, harga, akses
pasar, dan standar produk dibentuk oleh relasi kuasa, struktur rantai nilai, kebijakan negara
pemasok, serta perubahan konfigurasi perdagangan global (Smith, n.d.; Steve Smith et al,, 2016;
Naseemullah, 2023;). Karena artikel ini berada dalam ruang lingkup Jurnal Tana Mana yang
menekankan kajian syariah, hukum, dan ekonomi Islam, pembacaan ekonomi politik internasional
tersebut perlu dikaitkan dengan prinsip kemaslahatan, keadilan distribusi, pencegahan mudarat,
dan tanggung jawab negara dalam menjaga akses pangan masyarakat.

Indonesia masih menghadapi ketergantungan besar terhadap kedelai impor. Pada tahun
2021, impor kedelai Indonesia dilaporkan mencapai sekitar 7 juta ton, sementara sekitar 97%
kebutuhan nasional masih dipenuhi dari pasar luar negeri. Ketergantungan tersebut menunjukkan
kesenjangan serius antara kebutuhan konsumsi domestik dan kapasitas produksi nasional. Dari
perspektif ekonomi politik internasional, kondisi ini memperlemah otonomi kebijakan Indonesia
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karena stabilitas pasokan domestik sangat dipengaruhi oleh Amerika Serikat, Brasil, Argentina,
serta dinamika pasar kedelai global yang dikendalikan oleh eksportir besar dan jaringan agribisnis
internasional (Giraudo & Grugel, 2022; Montania et al., 2021; Barboza Martignone et al., 2024; Yan
et al,, 2023; Pusdatin, 2022; Sibuea et al., 2024; Khumairah et al., 2025).

Kerentanan tersebut tidak hanya muncul dari volume impor, tetapi juga dari
ketidakpastian rantai pasok global. Fluktuasi harga kedelai dapat dipengaruhi oleh bencana alam,
konflik ekonomi, perang tarif, perubahan kebijakan dagang, gangguan distribusi, dan tekanan biaya
input pertanian seperti pupuk (Mordo, 2025). Perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok, konflik
Rusia-Ukraina, serta volatilitas harga pangan dunia menunjukkan bahwa stabilitas pangan
domestik tidak dapat sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar global (Kurniawan & Luthfi,
2023; Hamulczuk et al,, 2023; Thle et al., 2022; Amarachi Queen Olufemi-Phillips et al., 2024; Jia et
al,, 2024; Neik et al., 2023; Wang et al., 2022; Zhao & Gao, 2025). Dalam perspektif hukum ekonomi
Islam, ketergantungan yang menimbulkan kerentanan harga dan pasokan dapat menjadi sumber
mudarat bagi produsen kecil, pelaku usaha olahan kedelai, dan konsumen rumah tangga (Iskandar
et al,, 2024; Junaidi et al.,, 2024).

Sejumlah kajian telah membahas perdagangan kedelai dari sisi daya saing, kebijakan
impor, tarif, struktur pasar, produktivitas, dan keberlanjutan produksi. Namun, sebagian besar
kajian tersebut masih cenderung memisahkan antara analisis perdagangan internasional, strategi
produksi domestik, dan penilaian normatif ekonomi Islam. Di sinilah letak gap analisis artikel ini.
Persoalan kedelai Indonesia belum cukup dijelaskan apabila hanya dibaca sebagai masalah
produksi pertanian atau impor pangan. la perlu dipahami sebagai persoalan posisi negara dalam
struktur ekonomi politik internasional, sekaligus sebagai persoalan keadilan ekonomi karena
dampaknya langsung dirasakan oleh petani, UMKM pangan, pengrajin tahu-tempe, dan konsumen.
Dengan kata lain, gap utama yang hendak dijawab artikel ini adalah belum terbangunnya kerangka
yang menghubungkan ketergantungan impor, diplomasi komoditas, hilirisasi produk turunan,
kapasitas produksi daerah, dan prinsip kemaslahatan dalam satu analisis yang utuh.

Atas dasar itu, diversifikasi sumber pasokan harus dibaca sebagai strategi ekonomi politik
internasional, bukan sekadar keputusan teknis perdagangan. Diversifikasi memungkinkan negara
importir memperluas ruang negosiasi, mengurangi konsentrasi risiko, dan membangun strategi
hedging terhadap tekanan geopolitik. Perluasan relasi dengan Asia, Afrika, Eropa Timur, dan
Amerika Latin dapat memperkuat posisi Indonesia, tetapi harus dikaji secara selektif berdasarkan
stabilitas politik, biaya logistik, standar produk, kebijakan tarif, hambatan hijau, dan kapasitas
kelembagaan mitra (Setiadi et al., 2021; Ssenkugu, 2024; Gebriella et al., 2024; Jiang et al., 2023;
Jiang & Chen, 2020). Namun, diversifikasi tidak boleh hanya memindahkan ketergantungan dari
satu pemasok ke pemasok lain. Strategi ini perlu diarahkan pada penguatan posisi Indonesia dalam
rantai nilai global melalui produk turunan seperti bungkil dan minyak kedelai.

Di sisi lain, diversifikasi perdagangan tidak akan memadai apabila tidak disertai penguatan
produksi domestik. Agenda produksi lokal perlu ditempatkan sebagai strategi memperkuat daya
tawar Indonesia dalam perdagangan pangan global, bukan sebagai kebijakan pertanian yang
terpisah dari hubungan internasional. Berbagai studi menunjukkan bahwa persoalan kedelai
Indonesia berkaitan dengan daya saing, kebijakan tarif, kelayakan usaha tani, varietas adaptif,
produktivitas, dan dukungan kelembagaan petani (Agung & Apsari, 2025; Sinta et al, 2017;
Krisdiana et al, 2021; Mardiyati et al, 2023; Prasetiaswati et al., 2022). Dalam konteks ini,
Lampung menjadi wilayah subnasional yang relevan karena memiliki pengalaman produksi
kedelai, kedekatan geografis dengan pasar Sumatra-Jawa, dan potensi pengembangan pertanian
pada lahan masam.

Penguatan Lampung penting karena resiliensi pangan tidak hanya dibentuk oleh kebijakan
impor di tingkat nasional, tetapi juga oleh kapasitas daerah dalam menyediakan pasokan,
mengembangkan klaster produksi, memperbaiki rantai nilai, dan memperluas distribusi manfaat
ekonomi. Dalam konteks Lampung, pengembangan pola tumpangsari jagung-kedelai, perbaikan
lahan masam, pertanian sirkular, dan penguatan rantai nilai daerah dapat dikaitkan dengan agenda
ketahanan pangan, pembangunan berkelanjutan, dan ekonomi Islam berbasis kemaslahatan
(Endriani et al., 2021; Slameto & Meidaliyantisyah, 2023; Antara, 2026; Dinas Kominfotik Provinsi
Lampung, 2025; Ashari et al., 2020; Vikas & Ranjan, 2024; Swastika et al.,, 2024; Anikwe & Ife, 2023;
Salvador et al.,, 2022).

Dengan demikian, posisi analitis artikel ini adalah menghubungkan tiga ranah yang selama
ini sering berjalan terpisah: ekonomi politik internasional tentang ketergantungan komoditas,
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strategi diversifikasi dan diplomasi ekonomi, serta hukum ekonomi Islam tentang kemaslahatan
dan keadilan distribusi. Artikel ini menawarkan pembacaan bahwa tata kelola kedelai Indonesia
harus dibangun melalui integrasi antara diversifikasi pasokan, hilirisasi produk turunan, penguatan
produksi daerah, dan perlindungan kelompok ekonomi rentan. Berdasarkan kerangka tersebut,
penelitian ini bertujuan menganalisis politik perdagangan kedelai Indonesia periode 2014-2024
dengan fokus pada ketergantungan impor dalam struktur rantai pasok global, strategi diversifikasi
pasokan dan pasar produk turunan, serta kontribusi Lampung dalam memperkuat produksi
domestik yang adil, resilien, dan berkelanjutan.

METODE

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi dokumen dan
analisis kebijakan. Desain ini dipilih karena politik perdagangan kedelai Indonesia tidak hanya
berkaitan dengan defisit produksi domestik, tetapi juga dengan posisi Indonesia dalam struktur
ekonomi politik internasional, ketergantungan terhadap pemasok utama, perubahan rantai pasok
global, dan ruang manuver diplomasi komoditas. Dalam kerangka Hubungan Internasional, kedelai
dipahami sebagai komoditas strategis yang dipengaruhi oleh relasi kuasa pasar global, kebijakan
negara eksportir, dan kepentingan negara importir dalam menjaga stabilitas pangan nasional
(Mas’oed, 1990; Giraudo, 2020).

Desain penelitian ini memadukan analisis ekonomi politik internasional dengan perspektif
hukum ekonomi Islam. Integrasi tersebut digunakan untuk menilai apakah kebijakan impor,
diversifikasi pasokan, dan penguatan produksi domestik telah mencerminkan kemaslahatan,
keadilan distribusi, pencegahan mudarat, serta perlindungan terhadap kelompok ekonomi rentan,
terutama petani, pelaku usaha tahu-tempe, dan konsumen rumah tangga. Dengan demikian,
penelitian ini tidak hanya menjelaskan dinamika perdagangan kedelai, tetapi juga menilai arah
kebijakannya secara normatif dalam kerangka tata kelola ekonomi yang adil.

Objek penelitian adalah politik perdagangan kedelai Indonesia pada periode 2014-2024.
Unit analisis disusun pada tiga level yang saling terkait: level global berupa struktur pasar kedelai
dan negara eksportir utama; level nasional berupa kebijakan impor, diversifikasi mitra, dan produk
turunan kedelai; serta level subnasional berupa kontribusi Lampung dalam memperkuat produksi
domestik. Desain bertingkat ini digunakan untuk menunjukkan bahwa resiliensi kedelai Indonesia
tidak dapat dijawab hanya melalui impor, tetapi memerlukan integrasi antara diplomasi
perdagangan, kapasitas produksi daerah, dan prinsip kemaslahatan publik (Pusdatin, 2022; Junaidi
etal,, 2024).

Teori Dan Konsep

Penelitian ini menggunakan kerangka ekonomi politik internasional untuk membaca
kedelai sebagai komoditas strategis yang berada dalam pertemuan antara pasar global,
kepentingan negara, dan keamanan pangan domestik. Dalam kajian Hubungan Internasional,
perdagangan pangan tidak bersifat netral karena selalu dipengaruhi oleh relasi kuasa, posisi tawar,
kebijakan negara eksportir, kepentingan korporasi agribisnis, serta perubahan geopolitik. Oleh
karena itu, ketergantungan impor kedelai Indonesia tidak hanya dipahami sebagai defisit produksi,
tetapi sebagai persoalan posisi negara dalam struktur perdagangan pangan global (Mas’oed, 1990;
Smith et al,, 2016; Gao et al., 2024).

Teori ketergantungan digunakan untuk menjelaskan relasi asimetris antara negara
importir dan negara eksportir. Ketika pasokan kedelai Indonesia terkonsentrasi pada sedikit
negara pemasok, ruang kebijakan nasional menjadi terbatas karena harga, ketersediaan, dan
stabilitas pasokan domestik sangat dipengaruhi oleh aktor eksternal. Ketergantungan semacam ini
menempatkan Indonesia sebagai penerima risiko dalam rantai nilai global, terutama ketika terjadi
fluktuasi harga, gangguan logistik, perubahan kebijakan ekspor, atau konflik geopolitik (Giraudo,
2020; Giraudo & Grugel, 2022; Edet et al., 2024).

Konsep resource dependence memperkuat analisis tersebut dengan menekankan bahwa
aktor yang bergantung pada sumber daya eksternal cenderung memiliki posisi tawar lebih lemah.
Dalam konteks kedelai, ketergantungan terhadap pemasok utama membuat Indonesia perlu
menyesuaikan kebijakan pangan nasional dengan dinamika pasar internasional. Karena itu,
diversifikasi pasokan bukan sekadar pilihan teknis, melainkan strategi politik ekonomi untuk
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mengurangi kerentanan, memperluas pilihan kebijakan, dan memperkuat daya tawar negara dalam
rantai pasok global (Hillman et al., 2009; Jiang et al., 2023).

Konsep resiliensi pangan digunakan untuk menilai kemampuan negara menjaga
ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan pasokan kedelai di tengah tekanan eksternal.
Resiliensi tidak cukup dibangun melalui impor, tetapi memerlukan kombinasi antara diplomasi
komoditas, diversifikasi mitra, penguatan produksi domestik, dan hilirisasi produk turunan. Dalam
kerangka ini, negara yang memiliki sumber pasokan lebih beragam dan basis produksi internal
lebih kuat akan lebih mampu merespons guncangan pasar global (Jia et al.,, 2024; Junaidi et al,,
2024).

Diplomasi ekonomi menjadi konsep penting untuk menjelaskan strategi negara dalam
memperluas ruang manuver perdagangan. Diversifikasi ke Asia, Eropa Timur, Amerika Latin, dan
Afrika tidak hanya diarahkan untuk mencari pemasok atau pasar baru, tetapi juga untuk
mengurangi dominasi pemasok tradisional dan membangun posisi tawar yang lebih fleksibel.
Perang dagang, konflik Rusia-Ukraina, hambatan tarif, dan perubahan konfigurasi perdagangan
internasional menunjukkan bahwa pangan merupakan bagian dari kepentingan strategis negara
(Kurniawan & Luthfi, 2023; Ihle et al., 2022).

Perspektif hukum ekonomi Islam digunakan sebagai kerangka normatif untuk menilai
apakah kebijakan kedelai menghasilkan kemaslahatan atau justru menimbulkan mudarat. Kedelai
berkaitan langsung dengan pengrajin tahu-tempe, petani, pedagang kecil, dan konsumen rumah
tangga. Karena itu, kebijakan impor, diversifikasi, dan penguatan produksi domestik harus dinilai
dari kemampuannya menjaga stabilitas harga, keadilan distribusi, perlindungan kelompok rentan,
dan kedaulatan pangan. Efisiensi pasar tidak cukup apabila manfaat ekonomi terkonsentrasi pada
importir besar dan risiko harga ditanggung masyarakat kecil (Musari, 2024; Varzakas & Smaoui,
2024).

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini menempatkan diversifikasi perdagangan
dan penguatan produksi daerah sebagai strategi yang saling melengkapi. Diversifikasi diperlukan
untuk mengurangi risiko eksternal, sedangkan produksi daerah diperlukan untuk memperkuat
kapasitas internal. Lampung diposisikan sebagai simpul subnasional yang relevan karena memiliki
potensi produksi, kedekatan dengan pasar Sumatra-Jawa, serta peluang pengembangan
tumpangsari dan rantai nilai kedelai. Dengan demikian, kebijakan kedelai yang ideal adalah
kebijakan yang mengintegrasikan diplomasi perdagangan, kapasitas produksi domestik, dan
prinsip kemaslahatan dalam tata kelola ekonomi yang adil (Slameto et al., 2021; Slameto &
Meidaliyantisyah, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Ketergantungan Kedelai dalam Struktur Ekonomi Politik Perdagangan Global

Ketergantungan Indonesia terhadap kedelai impor menunjukkan bahwa persoalan kedelai
bukan sekadar defisit produksi domestik, melainkan problem posisi negara dalam struktur
ekonomi politik pangan global. Dalam perspektif Hubungan Internasional, perdagangan pangan
selalu terkait dengan relasi kuasa, kepentingan negara, kendali rantai pasok, dan posisi tawar
antara eksportir dan importir. Negara eksportir utama memiliki kapasitas produksi, infrastruktur
logistik, dan pengaruh harga yang lebih kuat, sedangkan negara importir seperti Indonesia harus
menjaga stabilitas pasokan di tengah tekanan pasar global (Mas’oed, 1990; Giraudo, 2020).

Struktur pasar kedelai global memperlihatkan kecenderungan konsentrasi pada aktor-
aktor utama. Kondisi ini membuat negara importir rentan terhadap perubahan harga, gangguan
logistik, kebijakan ekspor, perang dagang, dan konflik geopolitik. Dalam konteks Indonesia,
ketergantungan pada Amerika Serikat, Brasil, dan Argentina mempersempit ruang manuver
kebijakan pangan karena stabilitas kedelai domestik sangat ditentukan oleh dinamika eksternal
(Montania et al., 2021; Barboza Martignone et al., 2024).

Kerentanan tersebut semakin penting karena kedelai bukan hanya komoditas dagang,
tetapi juga komoditas sosial-ekonomi. Kedelai menjadi bahan utama tempe dan tahu yang
dikonsumsi luas masyarakat serta menopang banyak pelaku usaha kecil. Ketika harga kedelai
impor meningkat, dampaknya langsung dirasakan oleh pengrajin tahu-tempe, pedagang kecil, dan
konsumen rumah tangga. Karena itu, ketergantungan impor kedelai tidak hanya berdampak pada
neraca perdagangan, tetapi juga pada daya beli, stabilitas pangan, dan keberlanjutan ekonomi
rakyat.
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Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, kebijakan Kkedelai harus dinilai dari
kemampuannya menjaga kemaslahatan dan mencegah mudarat. Impor dapat menjadi instrumen
stabilisasi jangka pendek, tetapi menjadi problematik apabila berubah menjadi ketergantungan
permanen yang melemahkan petani lokal, memperbesar risiko harga, dan menguntungkan aktor
distribusi besar. Prinsip keadilan distribusi menuntut agar negara tidak hanya menjamin
ketersediaan kedelai, tetapi juga memastikan bahwa manfaat dan risikonya tidak timpang.

Dengan demikian, resiliensi kedelai Indonesia harus dibangun melalui dua jalur. Pertama,
jalur eksternal melalui diversifikasi pemasok, diplomasi komoditas, dan pengurangan konsentrasi
pasokan. Kedua, jalur internal melalui penguatan produksi daerah, perbaikan tata niaga, dan
hilirisasi produk turunan. Tanpa produksi domestik, diversifikasi impor hanya memindahkan
ketergantungan dari satu pemasok ke pemasok lain. Sebaliknya, tanpa strategi perdagangan
adaptif, produksi domestik sulit menjawab kebutuhan jangka pendek nasional.

Diversifikasi Pasokan sebagai Strategi Diplomasi Ekonomi

Diversifikasi pasokan kedelai merupakan strategi ekonomi politik untuk memperluas
ruang manuver Indonesia dalam perdagangan pangan global. Strategi ini tidak hanya diarahkan
untuk mencari pemasok baru, tetapi juga memperkuat posisi tawar dalam negosiasi harga, volume,
standar mutu, kontrak, dan kesinambungan pasokan. Semakin beragam sumber pasokan, semakin
besar fleksibilitas negara importir dalam menghadapi tekanan pasar, perubahan kebijakan negara
eksportir, dan hambatan perdagangan internasional (Kumari & Bharti, 2021; Zhao & Gao, 2025).

Dalam perspektif Hubungan Internasional, diversifikasi dapat dibaca sebagai strategi
hedging ekonomi. Indonesia perlu menghindari ketergantungan berlebihan pada satu negara,
kawasan, atau blok perdagangan tertentu karena rantai pasok pangan sangat rentan terhadap
keputusan politik negara besar. Perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok dan konflik Rusia-
Ukraina menunjukkan bahwa komoditas pangan tidak pernah sepenuhnya netral, melainkan selalu
berada dalam hubungan antara pasar, negara, korporasi, logistik, dan geopolitik (Kurniawan &
Luthfi, 2023; Ihle et al., 2022; Haveman, 2024).

Gambar 1 memperlihatkan bahwa produk kedelai Indonesia telah memiliki basis pasar
regional, terutama di Republik Korea, India, dan Malaysia. Namun, konsentrasi pada beberapa mitra
utama juga menunjukkan bahwa pasar tersebut belum cukup kuat untuk menempatkan Indonesia
sebagai aktor penting dalam rantai nilai kedelai global. Karena itu, diplomasi ekonomi perlu
diarahkan pada dua agenda: mempertahankan pasar yang sudah terbentuk melalui kualitas,
sertifikasi, kepastian pasokan, dan standar perdagangan; serta membuka pasar tambahan di Asia,
Afrika, Amerika Latin, dan Eropa Timur.
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Gambar 1. Negara Pengimpor Produk Olahan Kedelai Indonesia
Sumber: Trademap ITC, diolah oleh peneliti
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Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, diversifikasi memiliki nilai kemaslahatan karena
dapat mengurangi risiko kelangkaan, lonjakan harga, dan dominasi pasar. Namun, diversifikasi
tidak boleh berhenti sebagai agenda impor, sebab hal itu hanya memindahkan ketergantungan dari
satu pemasok ke pemasok lain. Strategi ini harus dipadukan dengan penguatan produksi domestik
dan hilirisasi produk turunan agar nilai tambah dapat dinikmati oleh UMKM, koperasi, industri
pangan lokal, petani, dan masyarakat daerah.

Celah Pasar Produk Turunan Kedelai dan Politik Nilai Tambah

Kelemahan utama tata kelola kedelai Indonesia terletak pada orientasi yang masih terlalu
besar terhadap kedelai sebagai bahan mentah. Dalam perspektif ekonomi politik internasional,
posisi negara dalam rantai nilai global tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memperoleh
pasokan, tetapi juga oleh kapasitas mengolah, menstandarkan, dan mendistribusikan produk
bernilai tambah. Karena itu, kebijakan kedelai tidak cukup diarahkan pada stabilisasi impor, tetapi
perlu diperluas pada hilirisasi produk turunan, peningkatan daya saing, dan penguatan industri
pangan domestik (Harsono et al., 2022; Kahar et al., 2023).

Gambar 2, memperlihatkan bahwa perdagangan bungkil kedelai masih dikuasai oleh
negara-negara dengan kapasitas produksi dan jaringan logistik kuat. Dominasi tersebut
menunjukkan bahwa pasar produk turunan kedelai tidak sepenuhnya terbuka, tetapi dibentuk oleh
struktur produksi, kendali distribusi, dan posisi tawar negara eksportir. Bagi Indonesia, data ini
penting karena memperlihatkan bahwa hilirisasi kedelai tidak cukup dilakukan melalui produksi
domestik, tetapi juga harus dibaca dalam konteks persaingan pasar global dan strategi masuk ke
rantai nilai internasional (Montania et al., 2021; Barboza Martignone et al., 2024).
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Gambar 2. Negara-Negara Potensi Ekspor Sead Meal
Sumber: Trademap ITC, diolah oleh peneliti

Gambar 3 menunjukkan perbandingan antara potensi dan ekspor aktual bungkil kedelai
pada beberapa negara. Kesenjangan antara potensi dan realisasi ekspor menunjukkan bahwa pasar
global tidak bersifat statis. Ruang masuk dapat terbentuk karena perubahan kapasitas produksi,
hambatan distribusi, nilai tukar, konflik, kebijakan ekspor, atau kebutuhan negara tertentu untuk
mendiversifikasi mitra dagang. Namun, peluang tersebut harus dibaca secara politis, bukan hanya
komersial, karena kapasitas komoditas besar tidak selalu identik dengan keamanan pasokan. Risiko
tarif, perang dagang, konflik geopolitik, dan gangguan logistik dapat mengubah akses pasar secara
cepat (Ihle et al,, 2022; Kurniawan & Luthfi, 2023).



90 ~
Potensi Ekspor ($ juta)

B Ekspor Aktual ($ juta)
80 - 78 ° : 78

~
o
!

[=2]
o
1

w
o
1

47

Nilai ekspor ($ juta)
w P
o o

N
o
1

fury
[=]
1

. % 7 %

Peru India Thailand Austria Paraguay
Negara

Gambar 3. Negara Pengekspor Minyak Kedelai Potensial
Sumber: Trademap ITC, diolah oleh peneliti

1,0 4
Potensi Ekspor ($ miliar)
0.9 - =8 Ekspor Aktual ($ miliar)
' 0,846
0,8 1
0,7

k=4
o
1

0,403 0,413

Nilai ekspor ($ miliar)
(=} =]
s w»

o
w
L

0,203 0,194 0,200 0,190
0,2 X

0,14

0,0
Ukraina Rusia Benin Togo
Negara
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Benin dan Togo dalam Gambar 3 menghadirkan pembacaan yang berbeda (Arda, 2025).
Keduanya belum berada pada skala pasar sebesar negara produsen utama, tetapi dapat diposisikan
sebagai bagian dari strategi jangka panjang Indonesia dalam membangun jejaring perdagangan
Selatan-Selatan. Dalam kerangka diplomasi ekonomi, Afrika Barat dapat menjadi ruang kerja sama
perdagangan, standardisasi produk, sertifikasi halal, investasi pertanian, dan pengembangan
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kapasitas produksi. Namun, keterbatasan infrastruktur dan tata kelola ekspor tetap harus
diperhitungkan agar diversifikasi tidak menciptakan ketergantungan baru. Dengan demikian,
pengembangan produk turunan kedelai perlu ditempatkan sebagai politik nilai tambah yang
menghubungkan diplomasi perdagangan, hilirisasi domestik, dan prinsip kemaslahatan, sehingga
manfaat ekonomi dapat lebih banyak dinikmati oleh UMKM, koperasi, industri pangan lokal, petani,
dan masyarakat daerah.

Minyak kedelai menunjukkan bahwa peluang kedelai tidak berhenti pada perdagangan
bahan mentah, tetapi bergerak ke arah produk turunan yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.
Dalam perspektif ekonomi politik internasional, posisi suatu negara dalam rantai nilai global
ditentukan oleh kemampuannya mengolah, menstandarkan, dan mengakses pasar produk bernilai
tambah. Karena itu, kebijakan kedelai Indonesia perlu bergeser dari orientasi stabilisasi impor
menuju strategi hilirisasi, daya saing produk, dan penguatan industri pangan domestik (Harsono et
al,, 2022; Purnamasari et al.,, 2023).

Gambar 4 memperlihatkan bahwa Peru, India, Thailand, Austria, dan Paraguay memiliki
karakter pasar yang berbeda. India dan Thailand relevan sebagai mitra kawasan karena kedekatan
geografis dan keterhubungan ekonomi Asia. Peru dapat dibaca sebagai pintu masuk menuju pasar
Pasifik dan Amerika Latin, sedangkan Austria membuka peluang akses ke pasar Eropa. Paraguay
menunjukkan bahwa negara dengan kapasitas ekspor aktual yang kuat dapat menjadi pembanding
penting dalam membaca daya saing produk turunan kedelai. Variasi ini menegaskan bahwa
diversifikasi pasar tidak dapat dilakukan dengan pendekatan tunggal, melainkan harus disesuaikan
dengan standar produk, logistik, regulasi, dan diplomasi perdagangan masing-masing mitra
(Montania et al., 2021; Jia et al,, 2025).

Namun, peluang minyak kedelai tetap harus dibaca secara politis, bukan semata-mata
komersial. Pasar produk turunan dipengaruhi oleh perubahan harga global, hambatan tarif, konflik
geopolitik, dan pergeseran kebijakan negara besar. Dalam konteks ini, akses pasar tidak hanya
bergantung pada kualitas produk, tetapi juga pada kemampuan negara membangun negosiasi,
memperkuat sertifikasi, dan menjaga kepastian pasokan. Dengan demikian, minyak kedelai dapat
menjadi instrumen diplomasi ekonomi untuk memperbaiki posisi Indonesia dalam rantai nilai
global, bukan sekadar komoditas tambahan dalam perdagangan pangan (Kurniawan & Luthfi, 2023;
Ihle et al,, 2022).

Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, pengembangan produk turunan kedelai memiliki
nilai kemaslahatan karena dapat memperluas distribusi manfaat ekonomi. Jika Indonesia hanya
menjadi pasar bagi kedelai mentah impor, nilai tambah terbesar akan tetap berada pada negara
produsen dan jaringan dagang global. Sebaliknya, penguatan minyak kedelai dan produk turunan
lain dapat mendorong nilai tambah masuk ke ekonomi domestik, memperkuat UMKM, membuka
lapangan kerja, meningkatkan kapasitas industri pangan lokal, serta memberi ruang manfaat yang
lebih adil bagi petani dan masyarakat daerah.

Matriks Risiko Mitra dan Arah Diplomasi Komoditas

Diversifikasi kedelai tidak cukup dipahami sebagai penambahan daftar negara alternatif.
Dalam perspektif ekonomi politik internasional, pemilihan mitra dagang harus dibaca sebagai
keputusan strategis yang mempertimbangkan harga, stabilitas politik, daya tawar, akses logistik,
kedekatan kawasan, standar produk, serta risiko geopolitik. Karena itu, diversifikasi kedelai perlu
dirancang sebagai diplomasi komoditas, yaitu upaya negara memperluas ruang negosiasi sekaligus
mengurangi ketergantungan pada pemasok tradisional. Perubahan rantai pasok akibat perang
dagang dan konflik Rusia-Ukraina menunjukkan bahwa perdagangan pangan sangat dipengaruhi
oleh keputusan politik negara besar, bukan semata-mata mekanisme pasar (Kurniawan & Luthfj,
2023; Ihle et al., 2022).

Tabel 1. Arah Kebijakan terhadap Negara Alternatif dalam Diversifikasi Kedelai

Negara/Kawasan Peran Strategis Risiko Utama Arah Kebijakan Indonesia

Mitra Asia dengan
kedekatan geografis dan

Memperkuat kerja sama

Kebutuhan domestik ..
standar mutu, konektivitas

India potensi biaya produksi :;lenlilgli S?;b?lurplus tidak logistik, dan skema
kompetitif. ' perdagangan regional.
Tiongkok Pasar besar untuk Permintaan domestik ~ Memprioritaskan ekspor
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produk turunan kedelai sangat tinggi sehingga  produk olahan dan negosiasi

dan memiliki ruang pasok kedelai akses pasar.

infrastruktur logistik mentah terbatas.

kuat.

Memiliki kapasitas Konflik, sanksi, risiko ~ Menempatkan kerja sama
Ukraina/Rusia produksi dan potensi geopolitik, dan sebagai opsi pelengkap,

komoditas besar. gangguan distribusi. bukan tumpuan utama.

Akses menuju kawasan
Peru Pasifik dan Amerika

Mengembangkan diplomasi

Biaya logistik jarak jauh perdagangan berbasis APEC

Latin. relatif tinggi. dan produk bernilai tambah.
Potensi kerja sama Infrastruktur dan tata Memb.angun kerja sama
. . ; . . . kapasitas, standardisasi, dan
Benin/Togo jangka panjang di Afrika kelola ekspor masih investasi pertanian
Barat. berkembang. p

berkelanjutan.
Sumber: Disusun oleh peneliti berdasarkan sintesis data perdagangan dan literatur

Tabel 1 menunjukkan bahwa setiap mitra memiliki fungsi strategis yang berbeda. India
lebih relevan sebagai mitra kawasan untuk memperkuat konektivitas perdagangan Asia, sedangkan
Tiongkok lebih realistis diposisikan sebagai pasar produk olahan karena besarnya permintaan
domestik dan kuatnya infrastruktur logistik. Ukraina dan Rusia memiliki kapasitas komoditas,
tetapi risiko konflik, sanksi, dan gangguan distribusi membuat keduanya tidak layak dijadikan
tumpuan utama. Sementara itu, Peru, Benin, dan Togo lebih tepat dibaca sebagai ruang perluasan
diplomasi perdagangan jangka menengah dan panjang, khususnya untuk membuka akses pasar
baru dan memperluas jejaring Selatan-Selatan (Kumari & Bharti, 2021; Zhao & Gao, 2025).

Dengan demikian, matriks risiko diperlukan agar diversifikasi tidak mengganti
ketergantungan lama dengan ketergantungan baru. Pasokan murah tidak selalu strategis apabila
rapuh secara geopolitik, sedangkan pasar besar tidak selalu menguntungkan apabila standar masuk
tinggi dan manfaatnya tidak terserap oleh pelaku domestik. Dalam perspektif hukum ekonomi
Islam, diplomasi komoditas harus diarahkan pada keseimbangan antara maslahat dan mudarat:
menjaga stabilitas pasokan, melindungi konsumen, memperkuat usaha kecil, serta memastikan
bahwa nilai tambah perdagangan kedelai dapat kembali pada petani, UMKM, dan industri pangan
lokal.

Lampung sebagai Simpul Produksi Subnasional dalam Resiliensi Kedelai

Diversifikasi perdagangan tidak cukup untuk membangun resiliensi kedelai. Indonesia
tetap membutuhkan basis produksi domestik agar tidak terus berada dalam posisi bergantung
pada pasar global. Dalam konteks ini, Lampung memiliki arti strategis sebagai wilayah subnasional
yang dapat mendukung penguatan produksi kedelai. Posisi Lampung penting karena provinsi ini
memiliki pengalaman produksi, kedekatan dengan pasar Sumatra dan Jawa, serta potensi
pengembangan pertanian pada lahan yang membutuhkan inovasi budidaya.

Tabel 2. Luas Panen dan Produksi Kedelai di Beberapa Wilayah Lampung

Wilayah Luas Panen (ha) Produksi (ton)
Lampung Timur 2.315 3.293
Tanggamus 737 992

Pringsewu 481 647

Lampung Selatan 392 511

Mesuji 430 494

Pesisir Barat 217 309

Lampung Utara 162 216

Sumber: BPS Lampung 2016-2017, diolah kembali oleh peneliti



Tabel 2 menunjukkan bahwa produksi kedelai di Lampung tersebar di beberapa
kabupaten. Lampung Timur menjadi wilayah dengan luas panen dan produksi paling besar, disusul
Tanggamus dan beberapa wilayah lain. Pola sebaran ini memperlihatkan bahwa Lampung tidak
harus dikembangkan melalui satu sentra tunggal. Pendekatan yang lebih tepat adalah membangun
klaster antarkabupaten dengan pembagian fungsi antara produksi benih, budidaya, pascapanen,
pengolahan, dan distribusi.

Dalam perspektif ekonomi politik internasional, penguatan daerah produksi seperti
Lampung merupakan bagian dari strategi mengurangi kerentanan eksternal. Negara yang memiliki
kapasitas produksi domestik lebih kuat akan memiliki posisi tawar lebih baik dalam negosiasi
perdagangan. Produksi domestik tidak harus sepenuhnya menggantikan impor dalam waktu
singkat, tetapi dapat menjadi instrumen penyeimbang agar Indonesia tidak sepenuhnya
dikendalikan oleh harga dan pasokan global.

Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, penguatan Lampung juga berkaitan dengan
keadilan distribusi. Kebijakan kedelai yang hanya bertumpu pada impor cenderung memberikan
manfaat lebih besar kepada importir dan jaringan distribusi besar. Sebaliknya, penguatan produksi
daerah dapat memperluas manfaat kepada petani, penyuluh, koperasi, pengolah lokal, dan pelaku
usaha kecil. Dengan demikian, produksi kedelai daerah bukan hanya agenda teknis pertanian,
tetapi juga bagian dari pemerataan manfaat ekonomi.

Lampung memiliki keunggulan geografis karena dekat dengan pasar Sumatra dan Jawa.
Keunggulan ini dapat mengurangi biaya distribusi apabila didukung oleh infrastruktur logistik yang
memadai. Selain itu, pengalaman Lampung dalam produksi jagung membuka peluang
pengembangan pola tumpangsari jagung-kedelai. Pola ini dapat membantu petani mengelola risiko
pendapatan, memperbaiki pemanfaatan lahan, dan memperluas pasokan bahan baku pangan
maupun pakan domestik (Slameto et al.,, 2021; Slameto & Meidaliyantisyah, 2023).

Namun, tantangan Lampung juga nyata. Sebagian wilayah memiliki karakter lahan masam
yang dapat membatasi produktivitas kedelai. Karena itu, kebijakan produksi tidak cukup dilakukan
melalui perluasan lahan. Penguatan produksi membutuhkan varietas adaptif, perbaikan tanah,
pendampingan teknis, akses pembiayaan, tata air, dan kepastian pasar. Tanpa unsur-unsur
tersebut, produksi lokal akan sulit bersaing dengan kedelai impor yang memiliki skala produksi
dan dukungan logistik lebih besar.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan kedelai Indonesia berada pada titik
temu antara struktur perdagangan pangan global, keterbatasan kapasitas produksi domestik, dan
tuntutan keadilan ekonomi dalam perspektif hukum ekonomi Islam. Ketergantungan impor yang
tinggi menempatkan Indonesia dalam relasi ekonomi politik internasional yang asimetris, karena
pasokan, harga, dan stabilitas kedelai domestik sangat dipengaruhi oleh negara eksportir utama,
korporasi agribisnis, infrastruktur logistik, perubahan nilai tukar, serta dinamika geopolitik. Dalam
konteks ini, kedelai tidak dapat dibaca hanya sebagai komoditas pertanian, tetapi sebagai
komoditas strategis yang berkaitan dengan kepentingan nasional, daya tawar negara, dan
perlindungan masyarakat. Temuan ini memperlihatkan bahwa stabilisasi impor memang
diperlukan dalam jangka pendek, tetapi tidak cukup untuk membangun resiliensi pangan apabila
tidak diikuti oleh diversifikasi pasokan, diplomasi komoditas, hilirisasi produk turunan, dan
penguatan produksi daerah.

Artikel ini menegaskan bahwa tata kelola kedelai perlu dibaca melalui dua lapis analisis
yang saling melengkapi. Lapis pertama adalah ekonomi politik internasional, yang menjelaskan
bagaimana struktur pasar global, relasi kuasa, dan posisi tawar negara importir membentuk
kerentanan Indonesia. Lapis kedua adalah hukum ekonomi Islam, yang menilai apakah kebijakan
impor, diversifikasi, dan penguatan produksi domestik mampu menjaga kemaslahatan, keadilan
distribusi, dan perlindungan kelompok ekonomi rentan. Dengan cara baca ini, isu kedelai tidak
hanya dipahami sebagai persoalan teknis produksi atau perdagangan, tetapi sebagai isu strategis
yang mempertemukan diplomasi ekonomi, kapasitas daerah, dan tanggung jawab negara dalam
melindungi kepentingan publik.

Temuan penelitian ini sejalan dengan studi-studi terdahulu yang menegaskan bahwa
perdagangan kedelai global berada dalam struktur pasar yang terkonsentrasi dan dipengaruhi oleh
aktor besar. Giraudo dan Grugel (2022) menunjukkan bahwa ketergantungan pada komoditas
dapat membentuk kerentanan struktural dalam pembangunan ekonomi. Montania et al. (2021) dan
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Barboza Martignone et al. (2024) menegaskan bahwa eksportir utama memiliki pengaruh besar
dalam arah perdagangan kedelai global. Thle et al. (2022) serta Hamulczuk et al. (2023)
memperlihatkan bahwa konflik Rusia-Ukraina memperkuat tekanan terhadap harga dan rantai
pasok komoditas. Dalam konteks Indonesia, Harsono et al. (2022), Iskandar et al. (2024), dan
Junaidi et al. (2024) menunjukkan bahwa persoalan kedelai berkaitan dengan produktivitas, daya
saing, teknologi budidaya, dan keberlanjutan rantai pasok domestik.

Kesamaan temuan penelitian ini dengan studi terdahulu terutama disebabkan oleh
struktur persoalan yang sama, yaitu dominasi eksportir besar, lemahnya produksi domestik, dan
tingginya ketergantungan negara importir pada pasar global. Namun, artikel ini berbeda dalam
penekanan analitisnya. Pertama, ketergantungan impor tidak hanya dipahami sebagai masalah
ekonomi, tetapi juga sebagai persoalan otonomi kebijakan dalam Hubungan Internasional. Kedua,
penguatan produksi tidak hanya ditempatkan sebagai agenda pertanian nasional, tetapi juga
sebagai strategi memperbaiki posisi tawar Indonesia dalam rantai pasok global. Ketiga, Lampung
diposisikan sebagai simpul produksi subnasional yang dapat memperkuat basis internal resiliensi
pangan Indonesia.

Dalam perspektif ekonomi politik internasional, diversifikasi pasokan perlu dipahami
sebagai strategi untuk memperluas ruang manuver Indonesia, bukan sekadar penambahan daftar
negara pemasok. Diversifikasi yang efektif harus mempertimbangkan risiko geopolitik, biaya
logistik, standar produk, hambatan tarif, stabilitas politik, dan kepastian pasokan. Karena itu, mitra
seperti India, Tiongkok, Ukraina/Rusia, Peru, Benin, dan Togo tidak dapat diperlakukan dengan
pendekatan yang sama. India dan Tiongkok lebih relevan dibaca dalam kerangka konektivitas pasar
Asia dan produk turunan, sedangkan Ukraina dan Rusia harus ditempatkan sebagai opsi pelengkap
karena risiko konflik dan gangguan distribusi. Peru, Benin, dan Togo dapat menjadi bagian dari
perluasan diplomasi perdagangan jangka menengah dan panjang, tetapi tetap memerlukan
pembacaan terhadap kesiapan infrastruktur, standardisasi, dan tata kelola ekspor.

Selain diversifikasi pasokan, penelitian ini menegaskan pentingnya politik nilai tambah
melalui produk turunan kedelai. Bungkil dan minyak kedelai menunjukkan bahwa peluang
Indonesia tidak hanya terletak pada pemenuhan kebutuhan bahan mentah, tetapi juga pada
kemampuan masuk ke rantai nilai yang lebih tinggi. Gambar 2 dan Gambar 3 memperlihatkan
bahwa perdagangan bungkil kedelai masih dibentuk oleh kapasitas produksi, kendali logistik, dan
variasi antara potensi serta ekspor aktual negara tertentu. Sementara itu, Gambar 4 menunjukkan
bahwa pasar minyak kedelai memiliki karakter mitra yang berbeda, seperti Peru, India, Thailand,
Austria, dan Paraguay. Perbedaan karakter pasar ini menegaskan bahwa hilirisasi tidak cukup
dilakukan melalui produksi, tetapi juga membutuhkan standardisasi, sertifikasi, negosiasi pasar,
dan diplomasi perdagangan yang lebih aktif.

Lampung menjadi penting karena resiliensi kedelai Indonesia tidak mungkin dibangun
hanya dari sisi perdagangan luar negeri. Data produksi di beberapa wilayah Lampung
menunjukkan bahwa daerah ini memiliki pengalaman dan potensi sebagai basis produksi
subnasional. Namun, kontribusi tersebut perlu diperkuat melalui klaster produksi, perbaikan lahan
masam, varietas adaptif, tumpangsari jagung-kedelai, pascapanen, distribusi, dan pengolahan
produk turunan. Dalam kerangka ekonomi politik internasional, penguatan Lampung dapat
memperbaiki posisi tawar Indonesia karena negara yang memiliki kapasitas produksi internal lebih
kuat tidak sepenuhnya bergantung pada fluktuasi pasar global. Dalam kerangka hukum ekonomi
Islam, penguatan produksi daerah juga memperluas keadilan distribusi karena manfaat ekonomi
tidak hanya terkonsentrasi pada importir besar, tetapi juga mengalir kepada petani, koperasi,
pelaku usaha kecil, dan masyarakat lokal.

Kontribusi artikel ini terletak pada penyusunan kerangka terpadu yang menghubungkan
ketergantungan impor, diplomasi komoditas, hilirisasi produk turunan, produksi daerah, dan
prinsip kemaslahatan. Kerangka ini memperlihatkan bahwa tata kelola kedelai tidak cukup
diarahkan pada stabilisasi harga, tetapi harus dibangun sebagai kebijakan lintas sektor yang
menghubungkan perdagangan internasional, pertanian daerah, industri pangan, dan perlindungan
sosial-ekonomi. Dengan demikian, pembahasan kedelai tidak hanya relevan bagi kajian
perdagangan internasional, tetapi juga bagi kajian hukum ekonomi Islam yang menempatkan
keadilan, perlindungan masyarakat, dan keberlanjutan sebagai dasar penilaian kebijakan.

Implikasi akademik penelitian ini adalah perlunya memperluas kajian Hubungan
Internasional terhadap isu pangan strategis dengan memasukkan dimensi hukum ekonomi Islam.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa perdagangan pangan bukan hanya soal efisiensi pasar, tetapi

11



juga soal relasi kuasa, distribusi risiko, dan tanggung jawab negara dalam menjaga kemaslahatan
publik. Implikasi kebijakannya adalah perlunya tata kelola kedelai yang lebih terpadu antara
perdagangan internasional, kebijakan pertanian, pemerintah daerah, koperasi, industri pangan, dan
pelaku UMKM. Pemerintah perlu menyusun matriks risiko mitra dagang, memperkuat diplomasi
komoditas, membuka pasar produk turunan, dan menjadikan Lampung sebagai salah satu
laboratorium kebijakan produksi kedelai berbasis daerah.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa kebijakan kedelai yang ideal harus
menggabungkan rasionalitas ekonomi politik internasional dan prinsip hukum ekonomi Islam.
Ekonomi politik internasional menjelaskan bagaimana struktur pasar global, relasi kuasa, dan
diplomasi komoditas membentuk pilihan kebijakan Indonesia. Hukum ekonomi Islam memberikan
dasar normatif agar kebijakan tersebut tidak hanya mengejar stabilitas pasokan dan efisiensi pasar,
tetapi juga menjaga kemaslahatan, keadilan distribusi, perlindungan pelaku usaha kecil,
keberlanjutan petani, dan kedaulatan pangan. Integrasi kedua perspektif ini menjadikan kedelai
sebagai isu strategis yang relevan bagi perdagangan internasional sekaligus bagi tata kelola
ekonomi yang adil, resilien, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa persoalan kedelai Indonesia bukan sekadar defisit
produksi, melainkan isu resiliensi pangan dalam struktur ekonomi politik internasional yang
asimetris. Ketergantungan impor yang mencapai sekitar 97% kebutuhan nasional, terutama dari
Amerika Serikat, Brasil, dan Argentina, membuat pasokan kedelai domestik rentan terhadap
volatilitas harga, nilai tukar, kebijakan dagang, konflik geopolitik, dan gangguan rantai pasok global.
Pada saat yang sama, kontribusi Lampung terhadap produksi kedelai nasional masih sekitar 2,54%
atau #17.470 ton pada periode 2015-2019, dengan Lampung Timur mencatat 2.315 ha luas panen
dan 3.293 ton produksi, serta Tanggamus 737 ha dan 992 ton. Temuan ini menegaskan bahwa
kebijakan kedelai tidak cukup bertumpu pada impor sebagai instrumen stabilisasi jangka pendek,
tetapi harus diintegrasikan dengan diversifikasi mitra, diplomasi komoditas, hilirisasi produk
turunan seperti bungkil dan minyak kedelai, serta penguatan produksi daerah. Dalam perspektif
hukum ekonomi Islam, tata kelola kedelai perlu diarahkan pada kemaslahatan, keadilan distribusi,
perlindungan pelaku usaha kecil, keberlanjutan petani, dan kedaulatan pangan nasional.
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